
BUPATI TOBA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TÖBA

NOMOR3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHAESA

BUPATI TOBA,

Menimbang: a.

d

Mengingat: 1.

2.

3.

SALINAN

bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Toba yang

selıat dan bersih dari eampah yang dapat menimbulkan

dampak negatif terhadap keeehatao masyaraknt dan

lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan eampab

secara komprehenoif dan terpadu dari hulu ke hilir;

bahwa untuk melaksanakan keterıtuan dalam Pasal 9

Undang Undang Nomor 18 Tahurı 2008 tentang

Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah menetapkan

kebiiakan dart strategi pengelolaan sampah berdasarkan

kebijakan naaional dan provinei;

bahwa berdasarkan pertimbangan eebagaimana dimakeud

dalam huruf a,dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan

Daerah Rabupaten Toba tentang Pengelolaan Sampah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Daear Negara Keeatuan

Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Toba dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing fatal {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3794);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

PengMobmD Sampsh Lembuan Negara RepubUA

Indoncsia Tahun 2008 Nomor 69,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoneeia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Iridonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indorieeia

Nomor 5059] eebagaimana telah diubah dengan Undang-

€lndarig Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peiietapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor2

Tahun ?O2P tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lepibaran Negara Republik Indoóeeia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahazi Lembaran Negara Republik Indoneeia

Nomor 6856];



s. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintnhan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2

Tahun 2022 teritang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 3023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahari Lembaran

Negara Republik ludonesia Nomor 5347};

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Perubahan Nama Ifabupaten Toba Toba Menjadi

Kabupateri Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Repubik lndonesia Tahun 2020 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

6474);

8. Peraturan Pemeríntah Nomor 27 Tahun 2020 tentang

Pengelolaan Sampah Spesífik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahtin 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran

Negara Republík Indoriesia Nomor 652a);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tetang

kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga (Lembarar+ Negara Republik Indoriesia Tahun

2017 Nomor 223);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun '2010

tentarig Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara

Nomoi 274);

11.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16

Tahun 2011Tentang Pedoman Materi Muatan Raiicangan

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan SampahR umah

Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor

933);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA

dan

BUP.TTI TOBA

MEMUTUSlfAN:

Menetapkan: PERATIJRAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BABI

KETEJ'JTUAN UMUM

Pasal1

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.



17.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelakeanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenar›gan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Toba.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba.

5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati darı DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

ö. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan

pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup diKabupaten Toba.

T. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

Pengelolaan Sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

keeatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

tısaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Pereeroan Komanditer,

Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atar Badan

Usaha Milik Daerah BUMD) dengao nama dandolorn bentuk apapun,

persekutuan, perkumpulan, organisasi maesa, organieasi eoeial politik,

firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lernbaga

dana peiısiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainrıya,

termasuk kontrat investasi kolektif.

9. Unit Pelaksana Teknik Daerah yang selanjutya disingkat UPTD, adalah

satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas

teknis operasioııal dibidang pengelolaan sampah.

10. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selaııjutnya

disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Ketja pada SKPD di

lıngkungan pemerintah daerah yang dibentuk nutuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atan

jaea yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan

dalam melakukan kegiatannya didasarkarı pada prinsip efisiensi dan

produktivitas.

11. BadanU eaha Milik Daerah ya0g eelanjutnya disingkat BUMD adalah

badan usaha yang seluruh atan sebagaian besar modalnya dimiliki

oleh Daerah.

12. Pelaku ueaha adalah setiap orang perseorangan atan badan usaha

baik berbentuk badan hukuk maupun tidak berbadan hukum yang

didirikan dan tunduk pada Hukum lndonesia serta berkedudukan

hukum serta melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan

Republik Indonesia, baik sendiri atan bereama-sama melakukan

kegiatan usaha.

13. Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara

perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan

jalan milik daerah atau faeilitas umum danbereifat sementara/ tidak

menetap dengan menggunakan benda bergerak maupun tidak

bergerak.

î4. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan

pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badanusaha

dibidang kebersihan.

15. Orang adalah orang pereeorangan, keloınpok orang dan/atan badan

hukum.

16. Masyarakat adalalı semua orang yang secara alorni dan hukum

memiliki hak dan kewajiban atan menjadi subyek hukum.

Sampah adalah sisa kegiatan sebari-han manusia dan/atan proses

alam yang berberrtuk padat.



18. Sampah rumah tangga adalah sampah yang beraпal dari kegiatan

sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan

sampah spesiГik.

19. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga

yarig herasal dari kawasan komerstal, kaч•asan industri, kawaean

khusus, fasilitas sosial, fasЛítas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

20. Sampah Spesifîk adalah вampah yang karena sifat, konsentrasi

dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

21. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

22. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan /atau akibat proses alam

yang menghasilkan timbulan eampah.

23. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistemaós, menyeluruh,

dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan

sampah.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan,

membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan

mengevaluasi pengelolaan sømpah.

25. Pengurangan sampah adalah kegia.tan pembatasan timbulan sampah,

pendauran ulang sampah dart/atau pemanfaatan kembali sampai.

26. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan

memisahkan eampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifăt

27. Pengumpulan eampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan

sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara

atau tempat pengolahan eampah dengan prinsip 3R atau ketempat

pengolahan sampah terpadu.

28. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari

sumber dan/atau dari tempat penampungan eampah sementara atau

dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat

pengelolaan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir

dengan menggunakan kendaraan bermntor yang di desairi untuk

mengangkut P -

29. Pengolahan rampart adalah lregiatan mengubah karakteristik,

kõmposiei dan/atau jumlah sampah.

30. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembaliari sampah

dan/atau residu Basil perigolahan sebelumnya ke media lingkungan

Secar£i aman.

31. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS

adalah tempat sebelum eampah diangkut ke tempat pendauran ulang,

pengolahan, dan/atau tempat pengolahan eampah terpadu.

32. Reduce, Reuse dan Recycle yang selarijutnya disingkat degan 3R,

adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengтirangi,

memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.

33. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduse, Reuse,

Recycle) yang selanjutnya disebut TPБ 3R adalah tempat

dya kegiatan perigumpulan, pemilahan, pengguтiaan

ulang, dan peттdauran ulang skala kawasan.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang disingkat TPST adalah

tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemñahan,

pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrooeøan

35. Tempat Pemrooesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah

tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media

lingkungan secara aтnan bagi manusia dan lingkungan.

36. Stasiun Peralihan antara yang selanjutззya disingkat SPA, adalah

sararia pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar

dart diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA

jarakxiya lebih dari Я5 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas



44.

45.

46.

47.

48,

49.

37. Prasararia persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah

fasilitas dasar vang dapat menunjang terlaksananya kegiatan

penangarian eampah.

38. Sarana peraampahan yang selanjutnya disebut earana adalah

peralatan yang dapat dipeigunahari dalam kegiatan penanganan

39. Kompensasi adalah pemberian imbalan bepada orang yang terkena

dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah

ditempat pemrosesan akhir sampah.

40. Inseritif adalah tipaya untuk memotivasi suatu lembaga, pelaku usaha,

dan perorangan secara positif agar mentaati ketentuan di bidang

pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan

lingkungan.

41. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi suatu

lembaga, pelaku usaha, dan perseorangan yang melanggar ketentuan

di bidang pengelolaan eampah urituk mencegah dan menanggulaiigi

kerusakan dan pencemaran lingkungan.

42. Retribusi adalah pungutan Daerah eebagai pembayaran atasjaea atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/amu diberikari

oleh Pemerintah Oaerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

43. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaiam kegiatan yang dilakukan

dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan

penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan eampah yang ödak

Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk

fasilitas umumeesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Faeilitaa umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atan

perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk

dipergunakarı oleh maeyarakat na luas.

Jalur Hijau adalah eetiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau

pepolıonan tarıpa ada bamgunam diatasnya.

Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah

untuk pertamanan.

Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan

prineip 3R (reduce, renee, dnn red:ynle), eebagai earana edukasi,

peruhahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan

Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan

usaha, darı/ataıi pemerintah daerah.

Lingkungarı adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat,

laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk

hidup, termaeuk manusia dan perilakunya, yang memperıgaruhi

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta

mahluk hidup lainnya.

Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan

kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis

atau dapat dit›uat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun

atau berbahaya bagi lingkungan.

51. lain Pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan

pengelolaan sampah.

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Paeü2

(1) PengelolaaosaampaJn cbselenggarakcmbeıdaesrkao asas:

a. asastanggungjawab;

b.asasb=kelanjuüm;



c. asas manfaat;

d.asas keadilan;

e. asas kesadaran;

t’. asas kebersamaan;

g.asas keselamatan:

fl. asas keamanan; dan

i. asas atlar ekonomi.

(2) Maksud disusunnya Per-aturan Daerah iniadalah nutuk menyediakan

instıumen kefiijakan guna melaksanakan otonomi daerah dan tugas

pembantuan dalam Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah.

Pengelolaan sampah bertujuan nutuk:

a.mewujudkarı lingkungan yang selıat dan bersih dari sampah;

b.menjaga kelestariarı fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan

masyarakat;

c.menjadihan sampah sebagai sumber daya, yang memiliki nilai

ekonomis dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yarıg efektif

dan efisien; dan

d. ıneninglcatkan peranserta masyarakat. dan pelaku unaha untuk

secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yarıg

berwaw'asan lingkungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal3

Ruang lingkup sampah vang diatur dalam Peraturan Daerah inimeliputi:

a. penggolongan sampah;

b.kebijakan, strategi, dan perencanaan;

c. tugas dan wewenang Pemeriritah Daerah;

d.hak dan kewajiban;

e. perizirlaii;

I. penyelenggaraan pengelolaan sampah;

q• pembiayaan den kompensasi;

h.peran serta masyarakat;

i. lembaga pengelolaan;

j. kerjasama dan kemitraan;

k.insentif; dan disinsentif;

1. pembinaan dan pengawasan dan pengendalian;

m. sistem Informasi;

n. larangan dan sanksi; dan

o. penyelesaian sengketa.

BAB IV

PENGGOLONG.AN SAMPAH

Bagian Kesatu

Penggolongan Sampah BerdasarJran Sumber

Pasal4

( 1} Penggolongan Sampah berdasarkan sumbernya terdiri atas:

a. sampah Rumah Tangga;

b.sampah Sejeriis Sairipah Rumah Tangga; dan

c. sampah Spesifik.

(2) Sampah Rumah Tangga sebagoimana dimaksud pada ayat (1) hiirui‘ a

berasal dari kegiatan sehari-hart dalam rumah tangga, tidak termasuk

tinja dan sampah spesifik.



(3) Sampah Sejenis Sampah Rnmah Tangga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurufb berasal dari kawasan komersial, kawasan industri,

kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas

lainnya.

(4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaLsud pada ayat( 1) hurufc meliouti:

a.sampah pang mengandung bahan berbahaja dan beracun;

b.sampah yang mengandurig limbah bahan berbahaya dan beracun ¡.

c. sampah yang timbu1 akibat bencana;

d.puing bongkaran bangunan;

e. sampah yang secara teknologi beltim dapat diolab; dan

I. sampah yang timDui secara tidak periodik.

(fi) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaari Sampah spesifik

sebagaiman dimaksud pada ayat (4) sesuai den gav kewenangarinya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah berdasarkan

sumbernya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penggolongan Sampah Berdasarkan Denis

Pasal5

(1) Penggolongan Sampah berdasarkan jenisnya terdiri atas:

a. sampah Organik;

fi. sampah Anorganik;

c. sampah Spesifik.

Sampah Orgatiik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a adaJah

sampah yang mengalami pelapukan dan bisa diproses ulang secara

spesilik menjadi pupuk organik.

(3) Sampah Anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

adalah sampah vang tidak mengalami proses pelapukan tetapi lisa

didaur ulang menjadi bahan lain.

(1) Sampah Spesifik sebagoimenu dimaksud pada ayat (1) hiirufc adalab

sampah ang tidak bila diolah dengan teknologi sederhana akart ietapi

memerliikan pengelolaan secara khusus dan menggunakan tekriologi

tinggi.

(5) Perigelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)

dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(6) Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimfiksud pada ayat (5)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

uiidangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah berdasarkan

jenisriy a sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB V

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kebijakan dan Strategis

Pasal6

Perrierintab daerah menymsun dan menetaplcan kebijakan dan strategi

dalam pengelolaan sampah.

(2) Kebljakan dan strategi dalam pengelolaan sampah, sebagaimana

dimaksud pada ayat( 1) paling sedikit memuat:

a.MW hebijalrari pengurangan öari penanganarr sampah; dan

b.program pengurangan dan penanganan sampah.



(1)

(2j

(3)

(3) Program sebagainıana dimaksud pada ayat {2) hu ruf b harus memuat:

a.Target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah

secara bertahap; de

b. target penarıganan smnpah untuk setiap kurun u‘aktu tertentu.

lietentuan lebih lanjut mengenal Lebijakan dan StYategi dale

pengelolaan sampah, sebagim.ana dimWsud pada ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3). diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian iiedua

Perencanaan

Pasal7

Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a›at (1), juga menyusun

Dokumen Rencana lnduk dan studi kelavakari pengelolaan sampah

rumah tangga dan sampah sejenis smnpah rumah tangga.

Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (l} paling sedikit

memuat:

a.pernbatasan timbulan sampah;

b.pendauran ulang sampah;

c. pemanfaatari kembali sampah;

ci. pemilahan sampah;

e.pen.gumpulan sampah;

f. penp°angkutan sampah:

g. pengolahan sampah;

h. pemrosesan akhir sampah; dati

i. pendanaan.

Dokumen Rericana induk sebagaimana dimaksud pada ayat ( l)

ditetapkan dengan Peraturan Bu pati.

BAB VI

TU GAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal8

(1) Pemerintah Daewah bertugas untuk menjamin terselenggaranya

pengelolaan sampah vang baik dam bessaw'asan lingkurtgan, sesuai

dengan tuju n seba.gaimana dimaLsud dalam Pasal2 ayat (2}.

(2) Tugas Pemerintah Daerah, terdiri atas:

a. menumbuhRembangMn dan meningkatäan kesadaran mestarakat

dam Pelaku usaba dalam pengelolaan sampah;

b.melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan

serta penwganan sampah;

c. memfasilitasi, rnengembangkan dan melaksanakan upaya

pengurangan, penanganan 6.en pernarifan.tan sampah;

d. mel ksanakan pengelolaan sampah, memfasilitasi peuyediaan

prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan marifaat hasil

pengolahan sampah;

f. mernfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal vang berkembang

pada maskarakat setempat untuk merigurangi dan menangani

san pah; den

g.mel lcukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan

drinia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.



(\)

BagJan I4edua

Wez'enang

Pasal9

Dalam menvelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daeräh

mempunyai kewenangan meliputi:

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan

kebijakan nasionfi dan provirisi;

b. menyeleriggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai

dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah;

C. mela1‹ukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah

yang dilaksanakan oleh pihak lain;

d menetaplcan lokasi TPS/TPS 3R, SPA. TPST dan/atau TPA;

e rnelaktikan pemantauan dan evaluasi terhadap TPA vang masih aktif

secara berkala setiap6 (enam) bulan, dan u ntuk TPA s ang sudah

ditutup paling sedikit sekali dalain 1 tahun selama 20 (dua pu luh)

tahun;

f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat

pengelolaan sampah sesuai dengan kewenanganriya; dan

g.menyusun potensi pelayanan sampah dan timbulan sampah.,

(2) Penetapan lokast TPST dam tempat pemrosesan akhir sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd merupakan bagian dari

Rencana Umum Tata Ruang Kota.

BAB VII

HAK DAN K WAOIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 10

Setiap Orang mernpunvai hak:

a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan

berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain

vang diberi tanggungjawab untuL itu;

b berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, peruelenggaraan

dan pengaz'asan di bidang pengelolaan sampah;

memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenfi

penjelenggaraan pengelolaan sampah;

d.meodapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari

kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan

e. memperoleh pembiriaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah

secara baik dan berwawasan lingkiirigan.

Bagiar Kedua

Kewaban

Pass1

(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampahTumnh tangga dan sampW

sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi du menangani

sampah derrgan cara varig berwawasan lingkungan.

(2) PengeloJa kaivasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,

kav•asan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya

wajib menvediakan fasilitas pemilahan sampah serta pengelolaan air

limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Rumah Tangga wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah

sebagai tempat penampungan semeritara, y ng diteinpatkan dalam

pekarangan masing-masing.



BAEDIII

PBRZ1N

Bagian Kesatu

Denis Izin

Pasal!2

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaar sampah

wajib memililci izin dari Bupati.

(2) Permohonan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagalmara

dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan secara tertulis kepada Bupat5

atau pejaÖatv ang ditunjuk dalam pengelolaan sampah.

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada a›at (2) tidak diptıngut

biaya retribusi.

(4) Izin kegiatan usaha pengelolaarı sampah tidaL dapat

d ipindahtangankan.

(SJ Izin seb=<gaü‘oaııa diınaksud pada a›t (2) nıeliptıti:

a. izin pengangkutan sampah:

b.izin pengolalıan:

c. izin pemrosesan sampah; darı

d. izin pendaurulangan sampah.

(6) lietentuw lebih lanjut mengenai tata cara permohonarı izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatuı dengan Peraturan Bupati.

Bagıan Kedua

h4asz Ber1akn Izin

Pasal 13

(1) min pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (5)

berlaku selamau saha han/atau kegiatan beroperasi.

{?) lzin usaha dan/ atau kegiatan penangariar'. S ampW. sebagaimana

dirnaksuci pada avat( 1) ber ir apabila:

a. Badan Usaha pemegaiag izin Pengelolaan Sampah tidak beroperasi

lagt; dan/atau

ö.Izin dicabut.

Pasal 14

( 1) Bu pati dalam memberikan izin sebagaimana ‹:iimaksud dalam Pasal 12.

dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang

mens elenggarakan uru san pemerintahan dibidang perizinan.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perifirian dalam menerDitkan izin pengeiolaan sampah

sebagairnwa dimaksud pada ayat {2), uaJib mendapatkan rekomendasi

dari Dinas.

PasaJ 15

(1) Setiap Orang yang melariggar ketenttian dalam Pasal 12 ajat ( 1),

d iber+akari sanksi administratif.

(ú°) Sariksi administratif sebagaimana dimaksud pada a5’at 11) dapat berupa:

a.teguran

b.penghentiau semeritara kegiat ; dan /atau

c. pencafiutan izir.

(3) Sanksi admiriistratif sebagairnana dimaksud pada ayat (2) didahuI si

dengan peringatan lisaia des /atau perírigatan tertulis.

I" Ivetentuan lebíh Ian jut mengenai saiaksi adriiir'ústratif sebagaim-moa

ilirnaksud pada alat(2) dan 13) cliatur dengar l°eraturan Bu pati.



BAB IX

PENYELENGCARAAN PENGELOLAANH AMPAFI

BaQanKesatu

Pasal 16

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:

a. pengurangan sampah; dan

b.penanganan sampah.

Pasal1T

(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah Pemerintab Gaerah

berk-u ajiban:

a. menetapkan target penguraiigan sampah; dan

b.inenetapkan target penangwan sampah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai target pengurarigan dari penanganan

sampah sebagaimana di maksiad pada ayat (1} ditetapkan dengan

tteputusan B tipati.

Bayan Kedua

Pcngurang SampMı

Pasal l8

Setiap orang atau pe1m1‹u u saha berkewajiban melakukan perigurangan

sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16h urrtf a.

(2) Pent;wrwgw sampah sebagaimana dimaksucl pada ayat (1), meliputi

kegiatan:

a. pembatasan timbulan sampah:

b.Pendauran ulang sampah; dan

c. pemantaatan kembali earnpad.

Paragrfi’I

Pem batasan Timbunar- Sampah

Pasal 19

(1) Masa arakat dapat melakukarı kegiatan pernbatasan timbulan sampah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal l8 ayat (2) hurufa dengan cara:

a. membatasi pesggunaan produk berbahan plastik dan untuk tidak

sekali pakai;

b,menggıınakan baban yang dapat diguna u fang, didaur ulang,

dan/atau mudah diurai oleh proses alam.: dan /atau

c. kegiatan turnuva yang dilakmkan masyarakat dalam rangka

pembatasan timbulan sampah dan sumber.

(2) Pelaku usaha dapat melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampW

seluagaîmarLa dimaksud dalam Pasal 18 a5at (2) hurııf a dengan cara:

a. menggunakan bahan produksi yang mudah diurai oleh proses alam

dan yang menimbulkan sampah sesedikit m urıgkirı; dan /atau

b.menyusun rencana dan /atauçTogram pembatasan timbulan sampah

sebagai bagian dari tısaha dan/atau kegiatannya.

Pmagaf2

Pendau7afl Ulang Sampah

Pasal 20

l.as› arakat dapat melakukan kegiatan perdauran ulang sampW

sebagaimana dima1‹sud dalam Pasal 18 ayat (2) hurufb dengan cai‘a:

a. pembuatan produlrdaur ulang dari sampah; dv/atau

b.kegiatan lainnya \ arig dilakukan maskarakat dalam ranglca

pcndauran iilang sampah dari sumber.



(2) Pelaku usaha dapat melakukan kegiatan pendauran sampah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) hurufb dengan cara:

a. pembuatan produk dauru lang dari sampah: dan

b.kegiatan lainnJa yang dilakukan pelaku usaha dalam rsngka

pendauran ularig sampah dari sumber.

Paragaraf3

Pemanfataan Kembali Sampah

Pasal2 1

(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan pemanfaatan kembali sampah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal lö ayat (2} hurufc dengan cara:

a.pemanfaatan kembali barang/kemasan;

b.pemanfatan kembali barang/kemasan skala komunitas;

c. pemanfataan kembali sampah kemasan nutuk dimanfaatkan ulang;

dan

d.kegiatarı lainn3 a yang dilakukan masyarakat dalam pemanfaataan

kemball sampah.

(2) Pelaku usaha dapat melakukan kegiatarı pemanfaatan kembali sampah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) hurufc dengan cara:

a.pemanfataan kembali barang/kemasan;

b.pemanfataan kembali bararıg/kemasan skala badanu saha;

c.penarikan kembali sampah kemasan untuk dimanfaatkan kembali

oleh badan usaha; dan

d.kep=iatan lairınva yang dilakukan pelaku usaha dalam rangka

pemanfaatan kembali sampah.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Paeal 22

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b

aiiakukan den.gan cara:

a. pemilahan sampah;

b.pengumpulan sampah;

c.pengangkutan sampah;

d.pergolahan sampah; dan

e.pemrosesan akhir sampah.

Paragraf1

Pemilahan Sampah

Pasal23

(1) Pemüahan sampah sebagahnana cÛooaksud dMam Pas:ü 22 !auruf a

dilakukan dengan mengelompokLan dan memisahkan sampah sesuai

denganjenis dan sifat sampah.

(2) Pemilihan sampah sebagaimana dimaksud pada ajat (2)dilakukan oleh:

a. masyarakat;

b.pelaku usaha; dan

c. pemerintah daerah.

(3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

perigelola kawasan permukimam, kawasan komersial, kawasan industri,

kaivasan khusus,fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas1 i nJ'a;.

(4) Jeriis dan sifat sampah sebagaimama dimaksud pada ayat (1) dibedakan

menjadi.

a. sampahş ang mengandung bahar berbahaya dan beracun

• b. sampahyang mudah terurai;

c. sampah yang dapat digunakan kembalî;



d. sampah yang dapatdidaur ulang; dan

e. sampah lairınya.

PasaJ 24

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus

dilakukan mulai dari sumber sampah.

(2) Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan

sampah disumber sampah, penélahan dilakukan diTPS 3R atau TPST.

Pasal 25

(1) Kegiatan pemilahan sampah sesuai dengarı jenis dan sifat sampah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) menggunakan wadah

(2) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam

pelaksariaannya merupakan tanggungJawab bersama Pemerintah

Daerah, badan hukum dengan seluruh masyarakat.

PasüP6

Setiap Orangyang membuang sampah diTPST atau TPA wajib terlebih dulu

memilah eampahnya sebagaimana dimaksud dalam Paaal 24 ayat (2}.

Paragraf2

Pengumpulan Sampah

Pasal 27

(1) Pengumpulan sampah eebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hurufb

dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari

sumber sampah keTPS dan TPS 3R.

(2) Pengumpulan sampah sebsgaimsoa dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh:

a. pelaku usaha; dan

b.pemerintah daemh.

(3) Pelaku ueaha sebagaimana dimakstıd pada ayat (2) huruf a merupakan

pengelola kawaean permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,

kawasan khtısus, fasilitas umum, fasilitas eosial, dan fasilitas lainnva.

(4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyediakan:

a.TPS;

b.TPS3R;dan/abu

c. alat pengumpul nutuk sampah terpilah.

Para 3

PengangkutanSmnpaA

Paeal 28

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 22 huruf c

dilakukan dengan kegiatan membaca eampah dari:

a. TPS ke TPS 3R atau TPST; dan

b. TPS 3R menuju keTPST atau TPA.

(2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

pemerintah daerah.



Paragraf4

Pengolahan Sampah

Pasal 29

(1) Pengolahan sampah sebagaimena dimahsud dalam Pasal 22 hurufd

meliputi:

a. pernadatar+;

b. pes.gomposan;

c. dauru fang materi; dan/ atau

d.daur ulang energi.

t 2)Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ohh:

a.masyarakat;

b.pelaku u saha; dan

c. pemerintah daerah.

(3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb m.empakan

pengelola kaıvasan peTmukimen, kawasan komersil, fasilitas umum,

îasilitas sosial, atau lasilitas lainnya.

(4) Setiap pelaku u saha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa

TPS 3R.

(5)Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada

wiiayah permukiman yang berupa:

1 TPS 3R;

b. stasiun peralihan antara;

c. TPA; dan/atau

d.TPST.

Pmaqaf5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 30

( 1] Pemrosesan akhir sampah sebagaimarıa dimaksud dalam Pasal 22

hurufe dilakukan dengan metode:

a.metode lahan urug terkendali;

b.metode lahan urug sarıiter; dan/atau

c.teknoloji ramah lingkungan.

(2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dilakukan oleh pemerirıtah daerah.

BAB X

PEMBLAYAAN DAN KOMPENSAS1

Bagiw Kesatu

Pembiavaan

Pasal3 I

(I) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraari Fe^g •lolaan

sampah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), bersumber dari

-APBD dari sumber pembiayaan lainnya yang sah dan fidak mengikat.

Bagiar Kedua.

Kompensasi

PasM33

(l) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada Orang

yang terkena darripak negatif yang ditimbulkaia oleh kegiatan

penanganan sampah diTPA.

(2) Dampak negatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pencemaran air;

b. pencemaran udara;

c. pencernaran tanah:



d.longsor;

e. kebakaran,

f. ledakan gas metan, dan/atau

g.hel lain pang dapat menimbulkan dampak negatif.

(3) Kompensasi eebagaimana dimaksud pada ayat( 1), berupa:

a.relokasi;

b. pemulihan lingkungan;

c.bia5a kesehatan dan pengobatan; dan /atau

d.kompensasi dalarn bentuk lain.

Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD.

(5) Untuk memberikan jaminan kompensasi, Pemerintah Daerah dapat

bekerjasama dengam perusahaan asurarisi.

(6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan

oleh Dinas.

(7) Keterituan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh

Pemerintah Daerah, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupari.

BAB XI

PERAN SERTAMASYARAKAT

Pasal 33

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dapat dilakukan

melaJui:

a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah,

atau pengelola yang mendapat izin:

b. menjaga kebersihan lingkungan;

c. pengaz•asan terhadap kineıja kelompok masvarakat pengelola

sampah; dan/ atau

d.penyampaian keberatan terhadap kegiatan pengolahan sampah.

B.4J3 XII

LEMBAGA PENGELOLMN

Pasd34

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurarigan sampah dan

penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat

membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 35

(1) Pemerintah daerah memfasilitosi pembentukan lembaga pengelola

sampah sebagaimaiia dimaksud dalam Pasal 34 di desa/kelurahari atau

namn lairinya, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum,

fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

(2) Keterituam lebih larijut mengenai lembaga perigelola sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dia.tur lebili lanjut dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 36

(t) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD Persampahan untuk

mengelola sampah.

(2)Ketentuan mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.



BAB XIII

KERJA SAMADAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Keija Sanna

Paeal 37

(U Bupati dapat melakukan kerja eama antarpemerintah daerah dalam

rnelakukan pengelolaan sampah.

(2) Ke a eama sebagaifrlana diln Riid pada ayat (1) dapat diwujudkan

dalam bentuk kerja namn. dan/atau pembuatan usaha bersama

pengelolaan sampah.

(3) KetenHian mengenai kerja eama dan bentuk usaha bersama antar

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Paeal 38

(1} Bupati dapat bermitra dengan badan ueaha pengelolaan sampah dalam

penyelenggaraan pengelolaan aampah.

(2) Kemitraan eebagaimana dimaksud pada ayat (1} dituangkan detom

bentuk peiJanjian antara pemerintali daerah dan badan ueaha yang

bereangkutan.

(3} Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakiikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimaria dimakscd

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan:

a.insentif kepada eetiap orang yang me!olnilrsri pengurangan eampah;

dan

b.disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian

ineeritif den disineentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.

BABXV

RETRIBUSI

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah berwenang memungut Retribusi atas jasa

pelayanan pengolahan eampah.

(2) Retribusi sebagaimana dirrinlr«ud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribuei Daerah.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Keeatu

Pembinaan

(1) Bupati melakukan pembinaan atae pengelolaan persampahan eesiiai

kewenangannya.



(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) meliputi perencariaan,

penelitian, pengembongan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas pengelolaan

petsampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Mupati.

Bagian Kedua

Pengaz'asan

Pasä42

(1) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan persampahan melalui

Dinas

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi pengawasan

atas pelaksanaan ketentuan teknis sistem pengelolaan sampah.

BAB XVII

LARANGAN

Pasal 43

Setiap Orang dilarang:

a. membuaog sampah diluar tempat/ lokasi yang telah ditentukan dan

disedialcan;

b membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di

jalan, jalur hijau, taman, sungai, fasilitas umum, fasilitas sosial dan

tempat lain yang sejerris:

e. membuang sampah dari atas kendaraan;

d. membakar sampah dijalan, jalur hijau, taman, saluran drainase dan

tempat umum lainnya;

e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemarari dan /atau

perusakan lingkungan;

f. mengntori, merusak, membakar, atau menghilarigkan tempat sampah

yang telah disediakan;

g. mencampur sampahyang sudah terpilah;

h. membakar sampah yang tidak sesuai dengan pers¡ tan teknis

pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk

sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran

dan perusokan lingkungan hidup; dan

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 44

(1) Sengketa yangdapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari:

a. sengketa antara pemerintnh daerah dan pengelola sampah,

b.sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat; dan

c. sengketa antara antara pemerintah daerab dan masyatakat.

(2) Penyelesaian sengketa sebagimana dimaksud pada ayat ( 1} dapat

dilakukan melalui periyelesaian di luar perigadilan ataupuri melalui

pengadilan.

(3) Periyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan peraturari perundang-undangan.

(4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain

dari para pihak yang t›ersengketa.



(6)

(7')

(8)

Apabila dalam penyelesaian sengketa di1 nar pengadilan sebagaimana

dimaksud pada a¿•at (4). tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang

bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan

melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan,

kerugian dan hiibungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

yang ditimbulkan.

Tuntutan Finlam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana

dimak.sud pada ayat (7), dapat bernmjud ganti kerugian den /atau

tindakan tertentu.

BAB XIX

PENYIDIKAN

PasM45

(1) Pejabat Penyidik Pegaivai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daetah diberi wewenang khusus sebagai penvidik urituk melakukan

penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah sesuai

ketentuan peraturan perur'.dang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan/ pengaduan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidsng

pengelolaan sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi

lengkap dan jelas;

b. mer+eliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau

badar tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana pengelolaan sampah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;

d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen min

berkenaari dengw tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;

e. melakukan penggeledahan iintuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dam dokumen-dokumen lain serta

melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlarigsung dan

memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa

sebagaimana dimaksud pada hurufe;

g.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

pengelolaan sampah;

h.mcmmnggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

i. menghentikan penyidikan;

j. menöatangkan orang oh li yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

te. melakukan tindakan lain yang perlii untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang

dapat dipertanggiingjan abkan.

(3) Pejabat Peu dik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pacta a3at

( 1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui

Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dari

ayat (2} Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun berita acara atas

setiap tindakan pemeríksaan tempat kejadian, saksi dari tersangka

serta rnelaporkan hasilriya kepada B ctpati.



KETENTUAN PIDANA

Paeal 46

Setiap Pengelola kawasan perminkiman, kawasan komersial, kawasan indusni,

fasilitas umum, fasilitas eosial dan fasilitas lain yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dipidana dengan Pidana kurungan

paling Uma 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Setiap Orang, Pelaku Usaha, dam/atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan

sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana denda paling

banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(1)

(2

KETENTUAN PERALIHAN

Peng•1ola kawasan permukiman, kawaean komersial, kawasan iridustri,

fasilitas umum, fasilitas eoeial dan fasilitas lainnya yang belum memililri

fasilitas pemilahan Sampah pada saat Peraturan Daerah inidiundangkan,

wajib membangun danmenyediakan fasilitas pemilahan Sampah paling lama1

(satu) tahun sejak Peraturan Daerah inidiundangkan.

Señap Orang yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan Pengelolnnn

Sampah dari i3upati atau pejabat yang ditunjuk sebelum Peraturan Daerah ini

dñindengkan, maka izin tersebut tetap berlaku rice dianggap dengan

ketentuan apabila telah berakhir maea berlakunya harus mengajukan

permohonan Izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

KETENTUANPENUTUP

Pasal49

Peraturan Daerahinimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang meogetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah intdengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba.

Diundangkan diBalige

pada tnnggal 2- d@ 2024

SEKRETARIS DAnRAH KABUPATEN TOBA,

AUGUS SITORUS

Ditetapkan di Balige

BUPATI TOB•4,

cap/dto

POLTAK SITORUS

LEMBARANDAERAH KABUPATEN TOBATAHUN 2024 NOMOR

£DAKABTOB#

JANTI SIAGWR,5H MH

SUMATERAUTARA:



I. \JMUM

PENAELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUP.ATEN TOBA

NOMOR3 TAIUN 20íí4

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

U ndang-Undang Nomor 18Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

mengamanatkan perlunya perubahan t•ang meridasai dalam pengelolaan

sampah yang seiama int dijalarikmn. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2008 tersebu t, pengelolaan sampah dibagi tlalam

dna kegiatan pokok, yaitu perigurangari sampah dan penanganan sampah.

Pasal 13 men gtiraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan

pengurangan sampah yaitu pembatasan timbulan sampah, pendatiran

ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut

merupakan perxvujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan

lingkungan yang disebut 3R (reduce, reuse, recyclej. Dalam Pasal 20

diuraikan finna aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan

penanganan sampah ¡pang meliputi pemilahan, pengumpulan,

pengangkutan, pengolahan dari pemrosesan akhir sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan

akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma barn

pengelolaan sampah. Paradigma baru memaiadang sampah sebagai sumber

daya yang mempuriyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya

uniuk energi, kompos, pupuk ateupun untuk bahan baku industri.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan pang komprehensif dari

hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi

sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga

menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara

amari. Pengelolaan sampah dengan paradigma barn tersebut dilakukari

dengan Regiatan pengurangan dan penanganari sampah. Pengurangan

sampah meliputi kegiatan pembatasari, penggunaan icembali dan

pendauran ulang sedangkan kegiatan perianganan sampah meliputi

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan

alrhir.

Salab satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut

adalah dengan dibentuknva kebijakan pengelolaan sampah untiik

meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah

diperlukari adanya kepastian hukum, kejelasun tariggung jawab dan

kev enangan Pemerintah abupaten/Kota, peran serta masyarakat dan

dunia u.nytta/swasta sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan

efektif dan efisien.

Pengelolaan sampah regiocn1 di Kabupaten Toba adala4i untuk

memenuhi hak setiap orang dalam mendapatkan lingkungan hidup vang

baik dan sehat sesuai amanat Pasal 28 H ayat 1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Di samping itu Pembentukan

Peraturao Daerah tentang pengeJolaan sampah diKabupateo Toba adalah

untuk melaksanakan Undang-Undang Notrior 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan pengaturan kewenangan

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah ditetapkan dalam Peraturan

Daerah. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik lridonesia Tahun

1945 dan Undang-Undang Nomor lS Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah

Kabupaten Toba wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan

sampah. Oleh karena itu, guna menjamin adanva kepastian hu1‹um, maka



perlu mengatur kembali ketentuan Pengelolaan Sampah yang dibentuk

dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DIMI PASAL

Pasal1

Cukupjelas.

Pasal2

Ayat (1)

Hurufa

Yang dimaksud dengan ‘asas tanggung jawab” adalah

bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab

pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat

terhadap lingkungarı hidup yang baik dan sehat.

Hurufb

Yang dimaksud dengan ‘aeas berkelanjutarı" adalah

bahwa pengelolanrı sampah dilakukan dengan

menggunakan metode ben teknik yang ramah lingkungan

sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap

kesehatan masyarakat dan lingkungarı, baik pada

generaei masa kini maupun pada generasi yang akan

datang.

Hurufc

Yang dimakRud dengan ‘asas manfaaU adalah

perıgelolaan sampah perlu menggunakarı perıdekatarı

yang menganggap eampah sebagai sumber daya yang

dapat dimanfaatkan nutuk meınenıthi kebutuhan

masyarakat.

Yang dimaksud dengan ‘asas keadilan” adalah bahwa

dalam pengelnlann sampah, Pemerintah dan Pemerintah

Daerah memberikan kesempatan yang cama kepada

masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif

dalam pengelolaan sampah.

Hurufe

Yang dimaksud dengan ‘asas keeadaran” adalah bahwa

dalam pengelolaan sampah, Pemerirıtah dan pemerintah

daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap,

kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan

menangani eampah yang dihasilknrırıya.

Huruff

Yang dimaksud dengan ‘asas kebersamaan" adalah

bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Hurufg

Yang dimaksud dengan ‘asas keselamatarı” adalah bahwa

pengelolaan eampah harus menjamin keselamatan

Yang dimaksud dengarı •asas keamarıan’ adalah bahwa

pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi

masyarakat dari berhagai dampak negatif.

Hurufi

Yang dimnk.end dengan ‘aeas nilai ekonomi" adalah

bahwa sampah merupakan number daya yang



Ayat (2)

mempunyai rrilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan

sehingga memberikan nilai tambah.

Cukupjelas.

Ayat (3)

Cukupjelas.

Paeal3

Cukupjelas.

Pasal4

Ayat( 1)

Cukupjelas.

Ayat (Я)

Cukupjelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ‘kawasan komereial’ adnleh pusat

perdagangan, pasar, pertokoari, hotel, perkantoran, restoran

dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan ‘kawaean indiistri” adalahk tW tRHD

tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan

prasarana dan earana penunjang yang dikembangban due

dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki

izin usahakawaean industri.

Yang dimaksud dengan ‘kawasan khusus” adalah wfiayah yang

bersifat khueus yang digunakan untuk kepentingan

nasiorial/berskala nasional, misalnya wasan cagar budaya

dan taman nasional.

Yang dimaksud deiigan ilitas sosial" adalah rumah ibadah,

panti asuhan dan panÕ sosial.

Yang dimaksud dengari ‘fasilitae umum" antara lain berupa

terminal angkutan umum, pe1a.buhan laut, pelabuhan udara,

tempat pemberhentian kendaraari umum, taman, jalan dan

Yang dimaksud dengan "føeilitas lainnya antara lain rumah

taharian negaгa, rumah sakit, klinik, puaat kesehatan

masyarakat, kawasan perididikan, kawaean pariwieata,

kawasan berikat dan pueatkegiatan olah raga.

Pи sн1 5

Cukupjelas.

Pe sзl6

Cukupjelas.

Pasaî7

Cukupjelas.

Pasal8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan pengelolaan sampah,

antara Iain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah,

alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat

pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat perrrroseean

Ayat (2)

Cukupjelas.

Paeal9

Cukup jelas.



Pasal 10

CukupjelaR.

Pasal 11

Cukupjelas.

PasaJ 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukupjelas.

Pasal 14

Cukupjelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukupjelae.

Ayat(2)

Hurufa

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan

hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk

memulihkan kualitas lingkungan dslnm keadaan

semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh

pengelola eampah j g tidok mematuhi ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan.

Hurufb

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan

dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang

melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi

pakeaan pemerint han.

Hurufc

Cukupjelas.

Pasal 16

Cukupjelas.

Paeal 17

Cukupjelas.

Paeal 18

Cukupjelas.

Pasal 19

Cukupjelas.

Pasal JO

Cukupjelas.

PaI2l

Cukupjelas.

Pasal 22

Cukupjelas.

PaI23

Cukupjelas.



Pasal 24

Culcup jelas.

Pasal 25

Cukupjelas.

Pasal 26

Cukupjelas.

Pasal 27

Cukupjelas.

Pasal 28

Cukupjelas.

Pasal 29

Cukupjelas.

Pasal 30

Cukupjelaз.

Pasal 31

Gukupjelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Kompennssi merupakan bentuk pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat

pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat ț2)

Hurufa.

Cukup jelas.

Hurufb

Cukupjelae.

Huruf c.

Cukupjelas.

Hurufd.

Cukupjelas.

Hurufe.

Cukupjelas.

Huruf f.

CukupjelaR

Hurufg

Ynng dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan

dampak riegatif antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Hurufa.

Cukupjelas.

Hunüb

Cukupjelas.

Hurufc.

Cukupjelas.

Hutufd.

Yang dimaksud dengan kompeneasi dalam bentuk lain

aпtara lain biaya pendidikan, beasiewa, bantuan

rehabilitasi rumah tingkat, døn bantuan rehabilitasi jalan.

Ayat (4)

Cukupjelas.



Ayat (5)

Cukupjelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ajat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukupjelas.

Pasal 36

Cukupjelas.

Pasal 37

Cukupjelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal39

Cukupjeas.

Pasal 40

Cukupjelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukupjelas.

Pasal 43

Cukupjelas.

Pasal 44

Cukupjelas.

Pasal 45

Cukupjelas.

Pasal 46

Cukupjelas.

Pasal 47

Cukupjelas.

Pasa1 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukupjelas.
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